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Resistensi antimikroba (AMR) merupakan ancaman kesehatan global 
yang serius, yang mengancam kemampuan medis dalam mengobati infeksi.  
Di Indonesia, sekitar 9% masyarakat memperoleh antibiotik tanpa resep dokter, terutama 
di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti 
kurangnya pengetahuan masyarakat, ketersediaan antibiotik tanpa pengawasan ketat, 
dan lemahnya penegakan regulasi memperparah masalah ini, yang meningkatkan risiko 
berkembangnya bakteri resisten.

Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi strategis meliputi peningkatan kesadaran 
publik melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan, penguatan peran dokter dan apoteker 
dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap penjualan antibiotik tanpa resep. Pemanfaatan teknologi seperti 
Whole Genome Sequencing (WGS) dan kolaborasi lintas sektor diusulkan untuk memantau 
AMR dan mendukung intervensi kesehatan berbasis data. Penguatan surveilans juga penting 
untuk memantau efektivitas kampanye dan menyesuaikan  kebijakan secara responsif.

Dengan implementasi rekomendasi ini, yang didukung oleh pengalaman dari negara 
seperti Swedia dan Belanda, Indonesia diharapkan dapat mengurangi penggunaan antibiotik 
tanpa resep, menekan penyebaran AMR, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan.
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Resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu ancaman kesehatan global terbesar 
yang dihadapi dunia saat ini. World Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi AMR 
sebagai krisis kesehatan yang dapat mengancam kemampuan medis dalam mengobati 
infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang 
tidak tepat, seperti menghentikan pengobatan sebelum waktunya atau menggunakannya 
untuk infeksi virus, merupakan faktor utama yang mempercepat perkembangan resistensi 
ini. 

Secara global, peningkatan angka resistensi telah menyebabkan kegagalan pengobatan, 
perpanjangan durasi penyakit, dan peningkatan angka kematian. Pada tahun 2019, 
diperkirakan terjadi 4,95 juta kematian di seluruh dunia akibat AMR bakteri, termasuk 1,27 
juta kematian yang secara langsung disebabkan oleh AMR bakteri (World Health Organization, 
2024). Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh akses mudah terhadap antibiotik 
tanpa resep dokter. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 melaporkan bahwa sekitar 9% 
masyarakat Indonesia memperoleh antibiotik tanpa resep, dengan prevalensi tertinggi di 
wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kasus-kasus  ini lebih sering  terjadi di daerah pedesaan, 
di mana akses ke fasilitas kesehatan lebih terbatas. Antibiotik sering diperoleh dari apotek 
dan toko obat berizin (61,3%), warung (22,2%), praktik mandiri non-dokter (9,3%), pemberian 
orang lain (2,8%), pembelian online (1,0%), serta fasilitas kesehatan (4,3%) (Kementerian 
Kesehatan, 2023).

Praktik penggunaan antibiotik tanpa resep ini memperburuk masalah AMR, 
meningkatkan risiko berkembangnya bakteri resisten yang lebih sulit dan mahal untuk 
diobati. Indonesia menghadapi risiko AMR yang tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu 
dari lima negara dengan peningkatan konsumsi antimikroba terbesar secara persentase di 
seluruh dunia pada tahun 2030. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa AMR dapat 
menambah beban biaya pelayanan kesehatan sebesar US$ 1 triliun pada tahun 2050, 
terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia 
(World Health Organization, 2023).

Jika tidak segera ditangani, AMR dapat menyebabkan munculnya infeksi baru yang tidak 
dapat diobati dengan antibiotik yang ada, sehingga mengancam keberhasilan pengobatan 
modern. Oleh karena itu, penanganan segera terhadap penggunaan antibiotik tanpa resep 
sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih serius pada kesehatan 
masyarakat dan sistem kesehatan nasional.

Analisis Penyebab
Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor 

utama. Pertama, akses terbatas ke layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, 
mendorong masyarakat untuk mencari solusi cepat dan mudah dengan membeli antibiotik 
tanpa resep. Klinik atau rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal, ditambah dengan biaya 
konsultasi yang tinggi, menjadi hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan  rendah 
(Dewi & Juliadi, 2021).

DESKRIPSI MASALAH
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Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya penggunaan antibiotik yang tidak 
tepat merupakan faktor signifikan lainnya. Banyak masyarakat tidak memahami perbedaan 
antara infeksi bakteri dan virus, yang menyebabkan penggunaan antibiotik yang tidak 
diperlukan, seperti untuk mengobati demam atau flu. Kesalahpahaman ini diperburuk oleh 
minimnya edukasi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang semakin memperkuat 
kebiasaan penggunaan antibiotik secara tidak bijak (Dewi & Juliadi, 2021; Ompusunggu, 
2020).

Ketiga, ketersediaan antibiotik yang luas di apotek, toko obat berizin, dan warung tanpa 
pengawasan ketat memudahkan masyarakat untuk memperoleh obat obatan ini tanpa resep 
dokter. Banyak apotek dan toko obat tidak mematuhi regulasi yang mengatur penjualan 
antibiotik, dan di beberapa daerah, praktik ini telah dianggap sebagai norma. Kondisi ini 
menunjukkan lemahnya penegakan regulasi yang efektif di tingkat lokal (Prasetyo et al., 2023).

Saluran Distribusi  Antibiotik  Tanpa Resep
Antibiotik tanpa resep di Indonesia dapat diperoleh dari berbagai saluran distribusi yang 

sebagian besar tidak diawasi dengan baik. Apotek dan toko obat berizin menyumbang 61,3% 
dari seluruh perolehan antibiotik tanpa resep. Di banyak kasus, apoteker atau penjual obat di 
toko tidak menanyakan resep dokter, bahkan ketika obat yang dibeli adalah antibiotik. Selain 
itu, warung juga berperan signifikan dalam distribusi antibiotik tanpa resep, dengan 22,2% 
kasus diperoleh dari  sini. Warung sering kali menjual antibiotik dalam bentuk satuan atau 
dosis kecil, yang menarik bagi konsumen dengan anggaran terbatas (Kementerian Kesehatan, 
2023).

Selain apotek dan warung, pembelian antibiotik secara online juga semakin meningkat, 
meskipun menyumbang porsi yang lebih kecil (1,0%). Ini menambah kompleksitas 
pengawasan, terutama dengan meningkatnya perdagangan elektronik. Praktik mandiri non-
dokter, seperti oleh dukun atau praktisi kesehatan tradisional, juga menyumbang 9,3% dari 
perolehan antibiotik tanpa resep. Sumber lainnya termasuk pemberian antibiotik dari orang 
lain (2,8%) dan fasilitas kesehatan (4,3%) yang mungkin kurang ketat dalam memeriksa resep 
atau hanya memberikan obat berdasarkan permintaan pasien (Kementerian Kesehatan, 
2023).

Dampak  Terhadap Kesehatan Masyarakat
Ketersediaan antibiotik yang luas tanpa pengawasan ketat berkontribusi langsung 

terhadap peningkatan resistensi antimikroba (AMR) di Indonesia. Penggunaan antibiotik 
tanpa resep memperbesar risiko berkembangnya bakteri resisten yang lebih sulit dan mahal 
untuk diobati. Resistensi ini telah menyebabkan peningkatan angka kematian yang signifikan, 
dengan 133.800 kematian di Indonesia pada 2019 terkait langsung dengan AMR (Murray et al., 
2022).

Selain itu, AMR memberikan beban ekonomi yang berat melalui peningkatan biaya 
perawatan kesehatan, seperti kebutuhan akan obat-obatan yang lebih mahal dan rawat inap 
yang lebih lama. Pasien dengan infeksi resisten memerlukan perawatan yang lebih intensif, 
yang semakin membebani sistem kesehatan nasional. AMR juga mengancam keberhasilan 
program kesehatan lainnya, seperti operasi bedah dan kemoterapi, yang sangat bergantung 
pada efektivitas antibiotik untuk mencegah infeksi (Gach et al., 2024; Pulingam et al., 2022).
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Berdasarkan analisis masalah dan perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain, 
kami mengusulkan beberapa rekomendasi untuk mengurangi penggunaan antibiotik tanpa 
resep dan mengatasi resistensi antimikroba (AMR) di Indonesia: 

1. Peningkatan Kesadaran Publik 
Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan 

antibiotik tanpa resep dokter melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan. Kampanye 
ini harus dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan terutama 
platform digital serta media sosial yang lebih sering diakses oleh generasi muda (Ahmad 
et al., 2023). Berdasarkan Health Belief Model (HBM), kampanye ini harus dirancang 
untuk meningkatkan persepsi risiko masyarakat terhadap AMR, sehingga mendorong 
perubahan perilaku yang lebih baik dalam penggunaan antibiotik(Movahed et al., 
2022; Sobeck et al., 2022). Pengalaman Swedia, melalui jaringan Strama yang berhasil 
menurunkan penggunaan antibiotik yang tidak perlu, dapat dijadikan model untuk 
program serupa di Indonesia(Sundvall et al., 2020).

Hambatan dalam  Pengawasan dan Penegakan  Regulasi
Lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi merupakan tantangan besar dalam 

menangani penggunaan antibiotik tanpa resep di Indonesia. Meskipun ada aturan yang 
mengharuskan penjualan antibiotik hanya dengan resep dokter, implementasi di lapangan 
sering kali tidak konsisten. Apotek dan toko obat yang melanggar peraturan ini sering kali 
tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sementara pengawasan di tingkat lokal sering kali 
minim  atau tidak ada sama sekali (Limato et al., 2022).

Selain itu, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi otoritas kesehatan lokal untuk 
mengawasi penjualan obat, serta tekanan ekonomi pada apoteker dan penjual obat,  turut   
menyulitkan   penegakan   regulasi.  Penjualan   antibiotik   secara   online

menambah tantangan, karena pengawasan terhadap transaksi obat-obatan melalui 
platform digital sulit dilakukan secara efektif. Semua ini menunjukkan perlunya perbaikan 
signifikan dalam pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk peningkatan kapasitas dan 
sumber daya bagi otoritas lokal, serta pengembangan sistem yang lebih baik untuk melacak 
penjualan  antibiotic (Ferdiana et al., 2021).

Selain  itu, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi otoritas kesehatan lokal untuk 
mengawasi penjualan obat, serta tekanan ekonomi pada apoteker dan penjual obat, turut 
menyulitkan penegakan regulasi. Di banyak wilayah, menjual antibiotik tanpa resep dianggap 
sebagai cara untuk tetap kompetitif secara ekonomi, terutama di daerah dengan populasi 
rendah atau daya beli yang terbatas (Ferdiana et al., 2021).

Penjualan online juga menambah tantangan, karena pengawasan terhadap transaksi 
obat-obatan melalui platform digital sulit dilakukan secara efektif. Semua ini menunjukkan 
perlunya perbaikan dalam pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk peningkatan 
kapasitas dan sumber daya bagi otoritas lokal, serta pengembangan sistem yang lebih baik 
untuk melacak penjualan  antibiotic (Ferdiana et  al., 2021).

REKOMENDASI KEBIJAKAN



K U M P U L A N  P O L I C Y  B R I E F  S I  B I J A K S  A W A R D S  2 0 2 4 5

2. Penguatan Peran Dokter dan Apoteker
Dokter dan apoteker memainkan peran kunci dalam mengendalikan penggunaan 

antibiotik. Mereka perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang menekankan 
pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan antibiotik. Selain itu, pengenalan 
sistem penghargaan atau insentif berbasis kinerja bagi dokter dan apoteker yang 
mematuhi regulasi dapat meningkatkan motivasi mereka untuk tetap teguh menghadapi 
tekanan dari pasien atau pemilik apotek. Di Belanda, insentif bagi tenaga medis yang 
patuh telah terbukti efektif dalam memastikan regulasi penggunaan antibiotik dipatuhi 
(van Dulm et al., 2019).

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep harus diperkuat dengan 

penerapan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara 
apotek, dinas kesehatan, dan platform e commerce. Di Belanda, penegakan hukum yang 
ketat dan pengawasan lintas sektor telah berhasil mengurangi distribusi antibiotik tanpa 
resep. Pendekatan serupa perlu diterapkan di Indonesia, dengan penegakan hukum 
yang mencakup sanksi tegas seperti dendatinggi, pencabutan izin usaha, atau tindakan 
hukum lainnya bagi pelanggar regulasi.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Teknologi seperti Whole Genome Sequencing (WGS) harus dimanfaatkan untuk 

pemantauan AMR yang lebih efektif. WGS memungkinkan identifikasi pola resistensi yang 
berkembang dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengarahkan intervensi 
kesehatan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi 
lintas sektor, termasuk antara institusi kesehatan, akademisi, dan sektor swasta, untuk 
memastikan intervensi yang berbasis datadan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat 
(Siahaan et al., 2022). Pengalaman Swedia dan Belanda dalam memanfaatkan teknologi 
dan membangun kolaborasi lintas sektor dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia 
(Martínez et al., 2023).

5. Penguatan Surveilans dan Pengumpulan Data
Penguatan sistem surveilans sangat penting untuk memantau efektivitas kampanye 

pemberdayaan masyarakat dan mengukur keberhasilan kebijakan dalam menurunkan 
penggunaan antibiotik tanpa resep. Surveilans yang kuat dapat digunakan untuk menilai 
dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan data yang terkumpul, serta memastikan 
bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Penerapan surveilans yang 
terintegrasi dengan teknologi digital juga memungkinkan deteksi dini terhadap pola 
resistensi yang berkembang, yang kemudian dapat direspons dengan tindakan yang 
lebih cepat dan tepat. Swedia dan Belanda telah menunjukkan pentingnya sistem 
surveilans yang terintegrasi dalam mengendalikan AMR (Van Buul et al.,  2020; van de 
Maat et al., 2020).

6. Rekomendasi Kebijakan yang Sensitif terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi 
Kebijakan yang diusulkan harus mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial 

ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Program edukasi dan kampanye kesehatan 
harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat 
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untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program. Selain itu, perlu adanya 
penguatan sistem rujukan dan distribusi obat, terutama di daerah yang sulit dijangkau. 
Belanda telah berhasil mengadaptasi kebijakan kesehatan berdasarkan kondisi lokal 
dan sosial-ekonomi, dan pendekatan ini bisa diterapkan di Indonesia.

7. Penyediaan Akses Terhadap Terapi yang Tepat
Pemerintah harus memastikan bahwa antibiotik generik yang berkualitas tersedia 

secara merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, perlu ada upaya 
untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan 
nasional. Program distribusi antibiotik yang lebih ketat harus diimbangi dengan akses 
mudah bagi mereka yang membutuhkan, termasuk melalui layanan konsultasi medis 
yang lebih luas dan terjangkau di daerah terpencil. Pengalaman Swedia menunjukkan 
bahwa akses yang memadai terhadap terapi antibiotik yang tepat dapat meminimalisir 
risiko resistensi sambil tetap menjaga kesehatan masyarakat (Eriksen et al., 2021).

Dengan implementasi rekomendasi ini, yang didukung oleh praktik terbaik dari negara 
seperti Swedia dan Belanda, Indonesia diharapkan dapat mengurangi penggunaan antibiotik 
tanpa resep,  menekan  penyebaran  AMR, dan  meningkatkan kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan.
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